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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/15.01/X11/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, telah menerima,

memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu
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Nama :  Arnf Januarianto; ot i i

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 1 Januari 198} -----mmmmmmmmmmmmmmm oo

Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan ;. Karyawan Swasta;-----------===mm e e e
Alamat : Jogoyudan JT 111/651 RT.036/RW.00 Kelurahan Gowongan

Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta

Meflaporkan,

fAomisi Femiiifan Umum Rota ogyakaria yang derajainal Jalan Magelanig
Nomor 41 Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa
Yaguakarta.
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Mendengar Jawaban Terlapor, ---------------==----cmmmomommmeeme e

Mendengar Keterangan ahli; dan -

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti — bukti yang diajukan Pelapor
dan Terlapor; e




Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tefah menerima

laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

A.\ Uraian Laporan Pelapor
Danwa Teiapor menyampaikan iaporait Kepada Dadan PTengawas Pemiilinan
Umum Kota Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2022 dan dicatat dalam Buku
\\.___// Register laporan pada tanggal 23 Desember 2022 dengan Nomor:
01/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/15.01/X11/2022 yang mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :
a. Bahwa Pelapor adalah peserta seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Yogyakarta;-----
. Bahwa Pelapor mengikuti tes wawarcara yang ditaksanakarn pada tanggal
12 Desember 2022 di Cavinton Hotel Yogyakarta; -- ---

c. Bahwa Pelapor datang ketempat tes wawancara bersama dengan temannva;
d. Bahwa Pelapor melihat peserta lain yang datang sesudah Pelapor berada di

lokasi tes wawancara dan atas informasi dari temannya, yang bersangkutan

bernama Danang; - --
e. Bahwa Pelapor mendapat informasi dari temannya kalau saudara Danang
Hdels tmgged 4 wikayah Recommatem Sets, —~--mmrrem e e
f. Bahwa Pelapor sempat berbincang-bincang dengan saudara Danang dan
menanvakan “Dalemnyva pundhi?” (Rumahnya dimana) dan dijawab
“Bumijo, dekat dengan kantor PPP”;

g. Bahwa Pelapor menduga terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan
Calon Anggota PPK berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 terkait dengan

domisili;

PJ

Bahwa Pelapor dalam tes wawarncara berhiadapan dengan Bapak Hidayat
Widodo, Bapak Erizal dan satu orang pegawai KPU Kota Yogyakarta; -------

i Bahwa Pelapor merasa disudutkan atas pernvataan pewawancara mengenai
pembahasan pengumuman kelulusan tidak berdasarkan rangking seperti
pengumuman CAT;

] Bahwa Pelapor membaca Pengumuman KPU Kota Yogyakarta Nomor :
693/PP.04.1-Pu/3471/2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang
Perttapemn Tiash Tes Wawemtara Calon Anpgota Parsta Pemibirem
Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024; ---

k. Bahwa Pelapor melihat posisi atas nama Danang Wahvu Budi Santosa
berada di 5 besar; -

1 Bahwa Pelapor timbul tanda tanya “Kenapa nilai hasil wawancara tidak

diumumkan?”;
m. Bahwa Pelapor melihat daftar Pengumuman KPU Kota Yogyakarta Nomor :
693/PP.04.1-Pu/3471 /2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang
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Penetapan Hasi Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk posisi 1 sampai
7 berasal dart grang-orang yang tinggal di wilayah Bumijo yang diantara
orang-orang tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya Pemungutan
Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2019;
Bahwa untuk urutan 8 sampai 10 berasal dari orang-orang yang tinggal di
wilayah Kelurahan Cokrodiningratan; -

Bahwa Pelapor tidak melihat dari nama-nama yang dinyatakan lolos
wawancara sebagaimana disebut dalam Pengumuman KPU Kota Yogvakarta
Wornor © O93/PP.0%. 1 -Paf3%7 1 2022 ‘erampggat 15 Desemiver 2022 temamng
Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak terdapat orang-

orang yang tinggal di wilayah Kelurahan Gowongan.
Bahwa Pelapor mencari informasi terkait saudara Danang Wahyu Budi
Santosa yang tidak tinggal di wilayah Kecamatan Jetis dengan menemui
mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo pada hari Selasa, tanggal 20
Desember 2022 pukul 14.00 WiB;
Bahwa Pelapor bertanya kepada mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo
“Apakah benar Danang Wahvu Budi Santosa tidak bertempat tinggal di
wilayah RT 50 Kelurahan Bumijo?”;
Bahwa mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo mengatakan saudara
Danang Wahyu Budi Santosa sudah 10 tahun tidak berdomisili di Bumijo

dan saat ini bertempat tinggal di daerah Gunung Sempu, Kecamatan
Kersiremn, Ralvopeden Bantal, —

Bukti-Bukti Pelapor
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor telah mengajukan alat
bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)
S)
6)

Bukti P1 : Definisi domisili yang bersumber dari internet; ---------------

Bukti P2 : Gambar denah rumah di wilayah RT 50/RW 11 Kelurahan
Bumijo;

Bukti P3 : Salinan Pengumuman Nomor 693/PP.04/1-Pu/3471/2022

tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggpta
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum

Tahun 2024;
Bukti P4 : Berita PSU Pada Pemilu 2019 bersumber dari internet; ------
Bukti PS : Foto Tangkapan layar Buku Induk Kependudukan (C1);——
Bukt P6 : Media penyimpanan data elektronik (flashdisk} yang berisi

rekaman percakapan yang diakui antara Pelapor dengan
seseorang yang diyakini mantan Ketua RT.50 Kelurahan
Bumijo (Daliyo);
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Bahwa Pelapor telah mengajukan saksi 2 (duaj orang akan tetapi tidak dapat

menghadirkan dalam proses sidang pemeriksaan ;

tdrtulis yang pada pokoknya menerangkan:

\j DPanwa T eriapor Galam menjawau poKoK iaporan Tetapor yang disampaikan secara

‘i, JAWABAN TERLAPOR ATAS POXOK PERMOHONAN PELAPOR
A. DALAM EKSEPSI
1. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan Kadaluarsa/Daluarsa

(Exception Temporis):

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (37) peraturan
Bawaslu nomor Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan
Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada
pohckrya mengatey Poemggeren Adwimisiret Pemihe adaleh
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang
berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu; ----------------oommmmee
Bahwa Permohonan Pelapor telah diregister oleh Bawaslu Kota
Yogyakarta dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian

Sengketa dengan Nomor
001 /LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/ 15.01 /Xi1/2022;
Bahwa mendasarkan formulir laporan nomor

01/LP/PL/KOTA/15.01/X11/2022 dilaporkan di kantor Bawaslu
Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 21 Desember 2022 pukul 09.30
WIB;

Bahwa sesaat sebelum jadual wawancara Pelapor pada tanggal 12

Desember 2022 mendapatkan informasi temannya saudara
Pemramng tdak tinggad & wikeyah Kecormetemn Setds (vide aonglha ©
uraian kejadian hurufd s/d e); ---- i

Bahwa berdasar ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bawaslu
Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum “Laporan disampaikan oleh
Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemiiu.”; ----------
Bahwa berdasar ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum Laporan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu; -------------—--—-
Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disampaikan dihuruf c

seharusnya Pelapor mengajukan Laporannya paling lambat 7

&
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(tujuhj hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran
Pemilu atau setidak-tidaknya diajukan paling lambat tanggal 20,
butan Desember, tahun 2022, akan tetapt faktanya berdasarkan
formulir laporan (Bukti T-1), Pelapor mengajukan Laporannya
tanggal 21, bulan Desember, tahun 2022 atau melewati waktu
yvang ditentukan untuk dapat diajukan sebagai Pelanggaran

Administratif Pemilu; ——---------—-—————
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf f, dan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan d.
cokop patat dan ‘verdmsan moaRkam vagt Wiegens Pemeriksa
Bawaslu Kota Yogyakarta untuk menolak Laporan A quo atau
setidak-tidaknyva dinvatakan tidak dapat diterima (niet

onvankelijk verklaard). --

2. Permohonan Laporan Tidak Jelas (Obscur Libel):

a.

Bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak jelas
{obscur libel);
Bahwa tidak jelasnya Permohonan Laporan Perlapor tersebut,

misalnya terurai dalam dalil-dalil pokok permohonan laporan
pada angka 6 huruf i dengan kalimat, “bahwa Pelapor merasa
disudutkan atas pernyataan pewawancara mengenai
pembahasan pengumuman kelulusan tidak berdasarkan

rangking seperti pengumuman CAT.” ;

Terhadap Permohonan Pelapor tersebut tidak menunjukan
kalirmad apa yeng Yemggeap menyatatien Peepor;,
Bahwa tidak jelasnya Permohonan Laporan Perlapor tersebut,
misalnya juga terurai dalam dalil-dalil pokok permohonan
laporan pada angka 6 huruf n dengan kalimat, “bahwa Pelapor
melihat daftar pengumuman KPU Kota Yogyakarta Nomor :
693/PP.04.1-Pu/3471/2022 tertanggal 15 Desember 2022
tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK} pada Pemilihan Umum Tahun 2024,
untuk posisi 1 sampai dengan 7 berasal dari Kelurahan Bumijo
vang diantara orang — orang tersebut diduga menjadi penyebab
terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019, ---------
Terhadap Permohonan Pelapor tersebut tidak menunjukan bukti
kronologi penyebab PSU Pemilu 2019;
Bahwa dengan demikian, patutlah dinyatakan Permohonan
Pelapor drtohak. oo




II.

JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PELAPOR.

1.

Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam
eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;
Bolrwa Terepor dengan 1ees menvhk dom Imenyanghal semee Galis-

dalil, pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan, argumen-

argumen, dan alat bukti vang diajukan oleh Pelapor dalam Permohonan
laporannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terlapor; ------------
Bahwa Terlapor telah menerbitkan Pengumuman Nomor: 661/Pp.04.1-
Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti-T-2) telah
sesuai dengan peraturan perundang-undarigari;
Bahwa didalam Pengumuman Nomor: 661/Pp.04.1-Pu/3471/2022
Tentang, Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 TERDAPAT lampiran
Pengumuman Nomor: 661/Pp.04.1-Pu/3471/2022 Tentang Hasil
Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan yang
‘Gdak terpisaizan {(Baki: T-3),
Bahwa Pelapor mendalilkan telah melakukan penelusuran pada saat tes

wawancara berdasarkan informasi teman sesama peserta tes
wawancara ada peserta bernama Danang tidak tinggal di wilayah

Kecamatan Jetis sebagaimana dalam pokok laporan angka 6 uraian

kejadian huruf a s/d huruf'g;
Bahwa atas hasil penelusuran tersebut, Pelapor mendalilkan bahwa
terdapat ketidaksesuaian persyaratan calon anggota PPK berdasarkan
PKPU 8 tahun 2022 terkait dengan domisili;
Bahwa Pelapor juga mendalilkan setelah membaca pengumuman KPU
Kota Yogyakarta Nomor : 693/PP.04.1-Pu/3471/2022 tertanggal 15
Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan {(PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024
posisi peserta tes wawancara atas nama Danang Wahyu Budi Santosa
berada & S beser. {vide anglha © wieden kejeddom horwfjdem k) ———-
Bahwa Pelapor kemudian mencari informasi terkait Danang Wahyu
Budi Santosa vang tidak tinggal di wilayah Kecamatan Jetis dengan
menemui mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo pada hari selasa
tanggal 20 Desember 2022 dengan menanyakan “Apakah saudara
Danang Wahyu Budi Santosa tidak bertempat tinggal di wilayah RT 50
kelurahan Bumijo? Dan oleh mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo
dijawab “saudara Danang Wahyu Budi Sarntosa sudah 10 tahun tidak




i0.

1i1.

berdomisiii di Bumijo dan saat ini bertempat tinggal di daerah Gunung

Sempu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul (vide angka 6 uraian

xefadian huruf p s/d haraf 1)) -~---=--mmmmmm e
Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor diatas, Terlapor meyakini bahwa
Pelapor kurang mencerrmati persyaratan panitia pemilihan Kecamatan
sebagaimana didalilkan Pelapor di PKPU 8 TAHUN 2022; -----------------
Bahwa dalam Pasal 35 PKPU 8 TAHUN 2022: ----------——————mm
(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi : -----

a) warga negara Indonesia’
Oy Toorusia paing Tenddn 17 (raydn veas) wWrary;, -
c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara; ------------------
d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka
Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; -------
€] mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; -----
) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan
surat permyataan yang salt atau sckurang-kurangnya datam
waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik
vang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus
partai politik yang bersangkutan;
g) berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; --------

h) mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari

penyalahgunaan narkotika;
by, berpermiidikan polimg rendelh sthoelh menengalhn ates st

sederajat; dan -

3 tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (limaj tahun atau lebih.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
antuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh
belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada
hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;

Bahwa persyaratan untuk PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 35
PKPU 8 tahun 2022 kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
‘ertemy Pedurmem Tokros Pemverntokamn Badem Adhoc Peryeienggeoa
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :



NO | PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN
a. | Warga Negara Indonesia Fotokopi kartu tanda
penduduk eiektronmik
b. |1. berusia paling rendah 17 | Fotokopi kartu tanda
eafeds teles) tabiom beg: PPY | perduduk elelstvonils.
dan PPS; dan
2. berusia paling rendah 17
(tujuh belas) tahun dan
diutamakan paling tinggi 55
(lima puluh lima) tahun bagi
KPPS.
C. Setia kepada Pancasila sebagai | Surat pernyataan yang
dasar Negara, Undang-Undang | menyatakan setia kepada
' Dasar TWegara Repubiik | Pancasiia s€pagai dasar

v cita Proklamasi

Indonesia tahun 1945, Negara
Kesatunan Republik Indonesia,
Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-
17 Agustus
1945.

Negara, Undang-undang Dasar
Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Bhinneka
Tunggal Ika dan cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945.

d. | Mempunyai integritas, pribadi | Surat pernyataan mempunyai

yang kuat, jujur dan adil. integritas, pribadi yang kuat,
[ jujur dan adil.

e. |Tidak menjadi anggota partai| 1) Surat pernyataan bagi
politik, atau tidak lagi menjadi yang tidak menjadi
anggota partai politik paling anggota partai politik;
singkat 5 (lima) tahun atau

2) Surat keterangan dari
partai politik yang
bersangkutan bagi calon
yang paling singkat 5
(ima) tahun tidak Iagi
menjadi anggota partai
poiitik.

f. Berdomisili dalam wilayah kerja | Fotokopi kartu tanda
PPK, PPS, dan KPPS. - nendudulk elektranik.

g. | Mampu secara jasmani, rohani, | 1) Surat keterangan sehat

dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika.

secara jasmani dari

puskesmas, rumah sakit,

atau klinik;




—

13.

14.

15.

16.

17.

i8.

2) Surat pernyataan tidak
memiliki penyakit
penyerta (komorbiditas)

3) Surat pernyataan sehat
cecaxa obani: dan,

4) Surat pernyataan bebas
dari penyalahgunaan

narkotika.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 476 Taliun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota terkait syarat kelengkapan dokumen berdomisili di wilayah
kerja PPK, dokumen kelengkapannya adalah fotokopi kartu tanda
penduduk elektronik;
Bahwa didalam Pengumuman Nomor: 661/PP.04.1-Pu/3471/2022
Terdomg Trash Stieks: Admriristrest Pardta Permdliem Keceanatem (PPK)
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampiran Pengumuman
Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, saudara Danang Wahyu Budi
Santosa dinyatakan LULUS syarat administratif KTP elektronik
dibuktikan dengan berkas pendaftaran (Bukti T-4;
Bahwa Terlapor pada tes wawancara tanya terkait domisili dengan
saudara Danang Wahyu Budi Santosa dan sudah mendapatkan

jawaban berdomisili sesuai KTP elektronik;

Bahwa sesungguhnya saudara Danang Wahyu Budi Santosa adalah
mantan anggota PPK Jetis pada pemilu serantak tahun 2019 dan
berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan mantan ketua PPK
Jetis pada pemilu serantak tahun 2019 Agus Jamiat (Bukti T-5); -------
Bahwa ada surat keterangan yang menerangkan saudara Danang
‘Werya Dadn Searfiosa verdursin @ wikyan Seas (Dakid T-6); -
Bahwa berdasarkan surat BAWASLU KOTA YOGYAKARTA nomor
321/PM.00.02/K.YO-05/12/2022 Perihal pemberitahuan hasil
pengawasan terhadap peserta rekrutmen pembentukan badan ad hoc
tingkat Kecamatan (PPK) PEMILU 2024 kota Yogyakarta tidak
menyebutkan nama saudara Danang Wahyu Budi Santosa yang patut
diduga TMS terkait domisili (Bukti T-7);
Bahwa Pelapor mendalitkan dalam tes wawarcara berhadapan dengan
Hidayat Widodo, Erizal dan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta merasa
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

disudutkan atas pernyataan pewawancara mengenai pembahasan
pengumuman kelulusan tidak berdasarkan rangking seperti
PEAgRMRRRCT CART —-mmmmmm e

Bahwa Terlapor kemudian membuka kembali rekaman video wawancara
Pelapor dan mencermati secara seksama dan hati-hati dan memutar
berulang-ulang untuk memastikan materi wawancara Terlapor dengan
Pelapor sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Datiem Adnve Prrydionggara Pridinem Stramn Gan Penddiem CralverTrar
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota dan tidak ditemukan adanya pertanyaan yang menvudutkan

Pelapor terkait pembahasan pengumuman kelulusan tidak berdasarkan

rangking seperti pengumuman CAT (Bukti T-8);
Bahwa dengan demikian patutlah dalil-dalil Pelapor yang mendalilkan
merasa tersudut pada saat wawancara adalah dalil yang absurd dan
tidak jelas; -

Bahwa dalil Pelapor mengenai tanda tanya “kenapa hasil wawancara
tidak diumumkan?” vang tercantum di angka 6 uraian keiadian huruf ]
nyata-nyata telah kesekian kali bahwa Pelapor kurang mencermati

aturan mengenai regulasi perekrutan badan ad hoc baik PKPU 8 Tahun
2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Talron 2022 ‘ernteng Pedomesn Teknds Pembentolem Badem Adheoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Weakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota dinyatakan “menentukan peringkat calon anggota PPK dan

PPS berdasarkan hasil wawancara”;
Bahwa dengan demikian pada tahapan pengumuman hasil seleksi

wawancara format pengumumannya adalah menentukan peringkat

calon anggota PPK berdasar hasil wawancara; --- ---

Bahwa dalil Pelapor mengenai peringkat 1-7 dari orang-orang Bumijo
dem ddraga meThath priytva PO & Pemdra 2019 mydm-ryata ek
kesekian kali bahwa Pelapor menuduh tanpa bukti. Hal ihwal terkait
peristiwa PSU 2019 dikait-kaitkan tanpa membawa bukti yang jelas;

n



Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan calon terpilih nomor 1 s/d 7
berasal dari orang-orang yang tinggal di Bumijo, sedang peringkat 8 s/d
10 berasal dart orang-orang yang tinggal di Cokrodiningratan, dan tidak
ada calon terpilih berasal dari orang-orang yang tinggal di Gowongan
atau dengan kata lain anggota PPK harus memenuhi syarat pemerataan

tiap kelurahan;
Bahwa berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan
Adnoc Penydenggara Permiinam o Gan Pemiinen Cravermmar dar
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota dinvatakan “melakukan penilaian dengan mengisi formulir
penilaian wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II”

dimana formatnya adalah:

FORMULIR PEMNILAIAN WAWANCARA

FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA

FANITIA FEMILIHAN KECA PANITEA FE AN STUARK"Y)
ERITLIEAD ML PEMELIFAN
K. n/Kotwa
| wh )
Jaleetan
NO | CAKUPAN It-.'; IMPONEN [ SKOR niLal [ CATATAN ]
ENGETAHLUAN | « Cr :
: REPEMILUAN ' crvrlonggarnan ’ '
-
Frovelenggama Pemily ' '
- £ &
. yah | 3
- Adrrinisty 1 l '
— !
F ROMITMEN & it I =
i1 » (! \ 4 ‘
£
| » ¥
» Visi | |
TRAM JEIAK = facvinry
¢ Rmwayvat bPen ':.L.:\L.n' '
- w P clamm n' '
- 5 boowg
RIARIFIRA t A AN TAN FAN MASY '..)-K\b_l. '
)
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27.

Bahwa dengan demikian untuk dinyatakan sebagai calon terpilih
anggota PPK mekanisme dan proseduralnya sudah ditentukan oleh
regulasi bukan berdasar pemerataan kewilayahiarn; -------------=---==cnnuv

/ Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut

diatas, terbukti bahwa Terlapor telah melakukan tugas, wewenang, dan

kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimans

pivsttal yang tiriie Gan GUFR wrvekt ateoya prempgarem telapen
penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor

dalam permohonannyva; -

Berkenaan dengan permohonan Pelapor, Terlapor memohon kepada Yang
Mulia Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

b

> wn

Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;

Mencrima sclurulinnya cksepsi Terlapor; —------=-~mmmmmmmmm oo
Menerima seluruhnya jawaban dalam pokok perkara Terlapor; -----------
Menyatakan sah demi hukum pengumuman Nomor: 661/PP.04.1-
Pu/3471/2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampiran
Pengumuman Nomor: 661 /PP.04.1-Pu/3471 /2022 tentang Hasil Seleksi
Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan
Cmram Tdmun 202% yamg merTupaRan sdta Resatomm yang oddak
terpisahkan;
Menyatakan sah demi hukum Pengumuman KPU Kota Yogyakarta
Nomor: 693/PP.04.1-Pu/3471/2022 tertanggal 15 Desember 2022
tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan

lampiran pengumuman,;
Menyatakan Terlapor telali miclaksanakan tugas dan wewenangnya
dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-
undangan vang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur,
adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional,
akuntabel, efektif dan efisien;

Atau apabila majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
at bono) —

12




B. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pelapor. Terlapor mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut:
\

1. BuktiT1l : Formulir Laporan nomor
Q1/LP/PL/KQTA/ 15 01/XI1/2022 dilaparkan di kantor
Bawaslu Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 21 Desember
2022 pukul 09.30 WIB;

2. Bukti T2 : Pengumuman Nomor: 661 /PP.04.1-Pu/3471 /2022
Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan

o Kevaamatem (PPR) Untrak Prrmiiten Grrorn Tairon 2024,
3. BuktiT3 : lampiran Pengumuman Nomor:

661/PP.04.1-Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi
Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan;
4. BuktiT4 : Pengumuman Nomor: 661 /PP.04.1-Pu/3471 /2022
Tentang Hasil Seicksi Administrasi Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
dan lampiran Pengumuman Tentang Hasil Seleksi
Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024, saudara Danang
Wahyu Budi Santosa dinyatakan LULUS syarat
administratif KTP elektronik dibuktikan dengan
‘verRas pendefararr;
5. BuktiT5 : Saudara Danang Wahyu Budi Santosa adalah mantan
anggota PPK Jetis pada pemilu serentak tahun 2019 dan
berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan
mantan ketua PPK Jetis pada Pemilu serentak tahun
2019, Agus Jamiat, -—-

6. Bukti T6 : Surat keterangan yang menerangkan saudara Danang
Wahyu Budi Santosa berdomisili di witayah Jetis; -------
7. Bukti T7 : Surat Bawaslu Kota Yogyakarta Nomor

321/PM.00.02/K.YO-05/12/2022 perihal
pemberitahuan hasil pengawasan terhadap peserta
rekrutmen pembentukan badan adhoc tingkat
Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 Kota Yogyakarta tidak
menyebutkan nama saudara Danang Wahyu Budi
Serfiosa yang patat tidaga TMS terkedt dormisil, ————-
8. Bukti T8 : rekaman video wawancara dalam seleksi Seleksi Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024, atas nama saudara Arif Januarianto, ------
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C. Keterangan Saksi/Ahli Terlapor
Bahwa Terlapor dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang ahli, yakni

sebagai dberikut.

erangan sebagai berikut:

bahwa ahli adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta;
bahwa ahli menduduki jabatan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Perdrsipes: Masyaaaaat dan SOW: Runss: Pemdiiem Srrenn Dattan strmewa
Yogyakarta; —

- bahwa ahli menjadi penvelenggara Pemilu sejak Tahun 2013 sebagai Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; -——- e

- bahwa PKPU sifatnya dalam regulasi itu menjadi penjelas dari Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU masih
bersifat umum. Untuk menterjemahkan apa yang ada dalam norma PKPU
tersebut, maka KPU membuat surat keputusan KPU atau kita sebut Juknis;

- bahwa untuk memperjelas norma yang terdapat pada PKPU Nomor 8 maka
KPU selaku pembuat atau penvusun menteriemahkan norma tersebut dalam
Juknis atau Surat Keputusan KPU nomor 534 tentang pembentukan badan
adhoc, disitu dijelaskan indicator untuk keabsahan menggunakan KTP
elektronik atau Salinan KTP elektronik;

- dengan KTP dapat untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah
‘Wearga Negera Imturesia, Rermmmadiem osia mmmnat 17 tamon, KTP o jaga
untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan wilayah kerjanya sesuai yang
dituju. Maka dia adalah warga di Kecamatan, kalau PPS dan KPPS adalah

warga di desa itu;

- bahwa tim wawancara boleh menggali atau menanyakan terkait kesesuaian

KTP dengan tempat tinggal;
- Bahwa metode penyerahan berkas menggunakan SIAKBA, sehingga
pendaftar mendaftar mandiri, dan kemudian akan diverifikasi oleh verifikator.
Setelah direkap akan diplenokan oleh KPU, kemudian memanggil calon; -----
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3. Kesimpulan Pelapor dan Teriapor
a. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor, sebagai berikut:
Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan dan membaca

Kesimpulan pada tanggal 6 Januari 2023, dan secara tertulis telah diserahkan

kepada Majelis Pemeriksa sebagai bahan pertimbangan;

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

w

1
L.

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya,
sebagai berikut:

Barwa Pelapor adalddn peseria seieks: calon anggUia Paomua Penmiem
Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta utnuk Pemilu
Tahun 2024; - -——
Bahwa Pelapor mengikuti tes wawancara calon anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta utnuk Pemilu
Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2022 yang bertempat di hotel

Canvinton Yogykarta;
Batiwa Pelapor mendapat informasi dari temannya (saudara Eko} kalau
peserta atas nama saudara Danang tidak tinggal di wilayah Kecamatan Jetis;
Bahwa Terlapor menverahkan bukti vang diberi tanda Bukti T8 berupa
rekaman video wawancara dalam seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama saudara Arif Januarianto;

Bahwa Pelapor mendalilkan peserta seleksi calon anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk Pemilu
Tarron 2024 atas reora Daoremg Wahye Buodh Seaviosa tdelk berdomisih &
wilayah kerja PPK;

Bahwa Pelapor mencari informasi terkait saudara Danang Wahvu Budi

Santosa yang tidak tinggal di wilayah Kecamatan Jetis dengan menemui
mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo pada hari Selasa, tanggal 20 Desember
2022 pukul 14.00 WIB
Bahwa Pelapor bertanya kepada mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo
“‘Apakah benar Danang Wahyu Budi Santosa tidak bertempat tinggal di
wilayah RT 50 Kelurahan Bumijo?” dan atas pertanyaan tersebut Pelapor

mendapat jawaban saudara Danang Wahyu Budi Santosa sudah 10 tahun
tidak berdomisili di Bumijo dan saat ini bertempat tinggal di daerah Gunung

Sempu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
Bahwa Pelapor mendalilkan terdapat peserta seleksi calon anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kotza
YogyaRaria atas Treona Danemg Wanya Datn Seaatosa tdaR verdormsin i
wilayah kerja PPK yaitu di Kecamatan Jetis dimana hal tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022;
Bahwa Terlapor menyerahkan bukti diberi tanda T-4 berupa Pengumuman
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Nomor: 661/PP.04.1- Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan
lampiran Pengumuman Tentang Hasi! ScleksiAdministrast Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, saudara Danang
Wahyu Budi Santosa dinyatakan LULUS syarat administratif KTP elektronik
dibuktikan dengan berkas pendaftaran;

. Bahwa Pelapor dalam Laporannya tidak mengemukakan dalil terkait domisili

secara lengkap saudara Danang Wahyu Budi Santosa diluar wilayah kerja PPK
Kecamatan Jetis;

i, barwa Polapor tdaRk Gapat mrmargukRan et okt surat  maaparit

menghadirkan saksi dalam sidang pemeriksaan terkait peserta seleksi calon
anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Kota Yogyakarta atas nama Danang Wahyu Budi Santosa yang tidak
berdomisili di wilayah kerja PPK/Kecamatan Jetis;

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi
Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan kedua
belak pikak, diuraikan sebagai berikut:

1

Bahwa Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, menvatakan “Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: a.

perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan

pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu’”; -
Bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2024, wmenyaicliem “Tohopon peryelenggoronn Pemite wmeliputi:  a.
perencanaan program dan anggaran Serta penyusunan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu”’;
Bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-Hoc Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan “Panitia
femidihar Kecamatarn yang selanjutnya disingkat PPK adalak panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan
Pemilihan di tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain”;, --------
Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dibentuk oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan
Yo Wormor 8 Talran 2022 tenttemg Pernlverreakam dam Tata Kerja Badan At -
Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; ------

i€



10.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut pada angka I sampai
dengan angka 4 dapat untuk menyatakan pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK} olchr Komist Pemidihan Umum Kabupaten/Kota merupakan

Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; ----------------------- --
Bahwa Pasal 5 avat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang
menyatakan
terhadap pelaksaan rekrutment PPK, PPS dan KPPS’; ---------=---=---------

Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Permmddem Ynmarn, merydidRzm  “‘Bowoastu, Bowastu Provinsi, Bowastu
Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administratif Pemilu”:
Bahwa Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan

...Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan

Umum, menyatakan “Pelanggran Administratif Pemilu adalah pelanggaran
terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan
udmirustraty’ pelaksanaan Pemiu dalam setiap tahapan perngelenggaraart

Pemilu”; -
Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
tentang Pedoman Tehnis Pembentukan Badan Ad-Hoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II hurub B
{Mekardsme Pembentaken PPR, PPOS denm KPPS) aogha @ muaref b
menyebutkan “Dalam pembentukan anggota PPK dan PPS, KPU
Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi: 1)
pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS; 2) penerimaan
pendaftaran calon anggota PPK dan PPS; 3) penelitian administrasi calon
anggota PPK dan PPS; 4] pengumuman hasil penelitian administrasi calon
anggota PPK dan PPS; 5) seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; 6)
pengumumarn hasi seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; 7} tarnggapare
dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS; 8)
wawancara calon anggota PPK dan PPS; 9) penqumuman hasil seleksi calon
anggota PPK dan PPS; dan 10) penetapan anggota PPK dan PPS’; ---------------
Bahwa Sesuai dengan Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum Menyebutkan Syarat untuk menjadi anggota
PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:
a. Waaga Negaoa mtunesia, -
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. setia kepada Pancasila :
Negara Republik Ind

Aga ‘:daﬁar negara, Undang-Undang Dasar
T#hun, 1945, Negara Kesatuan Republik



11.

MR e

[

Indonesia, Bhinneka Tunggal [ka, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945;

. mempunyal integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; ~------------cnmrnen
. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat

pernvataan vang sah atau sekurang-kurangnva dalam waktu 5 (lima)
tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; ---------
berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; -----

. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika:

. verperiiniiRan paimg TeNGarg SCRURN INCTIRTIRHn atas dera sedeTajat; et

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperolah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. -------------------

Bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakit Bupati, dan Watikota dan Wakil Walikota:

(1)

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi :

a) warga negara Indonesia;
b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi
17 Agastas 1945,

d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; ------------
e) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima)
tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan;
f§ berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dann KPPS; ---------=-=nnnu-
g) mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;
h) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

dan

1) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
‘tndeR piteam yang Gemcarn Gengan pibarna perjaaa S (i) waran
atau lebih




12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun
2022tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Tattunn 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada
pokoknya mengatur syarat administratif calon anggota PPK sebagai berikut:

No. PERSYARATAN KELENGKAPAN
‘ DOKUMEN
Warga Negara Indonesia ! Fotokopi kartu tanda :
& penduduk elektronik
1. berusta paling rendak 17 {tujuk | Fotokopi karta tanda
belas) tahun bagi PPK dan PPS; penduduk elektronik
dan
b. | 2. berusia paling rendah 17 (tujuh
belas) tahun dan diutamakan
paling tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun bagi KPPS
setia kepada Pancasila sebagai surat pernyataan yang
dasar Negara, Undang-Undang menyatakan setia
Dasar Negara Republiik indonesia kepada Pancasiia
tahun 1945, Negara Kesatuan sebagai dasar Negara,
Repuhlik Indanesia, Rhinneka, Undang-undang Dasar
Tunggal Ika, dan cita-cita Negara Republik
“ Proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan
Republik Indonesia,
Bhinneka Tunggal Ika
dan cita-cita Proklamasi
17 Agustus 1945
mempunyai integritas, pribadi yang | surat pernyataan
4 e, Jegres droo andh. TRRIHPECRy:  IRETHES, |
pribadi yang kuat, jujur
dan adil.
tidak menjadi anggota partai 1) surat pernyataan
politik, atau tidak lagi menjadi bagi yang tidak
anggota partai politik paling menjadi anggota
© singkat 5 (lima) tahun partai politik; atau
2) surat keterangan
dari partai politik




13.

14.

15.

yang bersangkutan
bagi calon yang
paiing singkat S
(lima) tahun tidak
partai politik
berdomisili dalam wilayah kerja fotokopi kartu tanda
PPK, PPS, dan KPPS penduduk elektronik

mampu secara jasmani, rohani, 1) surat keterangan

| dan bebas dari penyalahgunaan sehat secara jasmani

narkotika dari puskesmas,

rumah sakit, atau
klinik;

2) sSuret  pernydaEt |
tidak memiliki
penyakit  penyerta
(komorbiditas)

3) surat pernyataan
sehat secara rohani;
dan

4) surat pernyataan
bebas dari
penydiangunaarn
narkotika

Bahwa Pelapor mendalilkan terdapat peserta seleksi calon anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota
YugydRemia Fes Teama Daremg Warya Dadh Surfusa tidel verdumasin &
wilayah kerja PPK yaitu di Kecamatan Jetis dimana hal tersebut menurut
Pelapor tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022; ----------
Bahwa Bukti P-4 berupa salinan Pengumuman Nomor 693/PP.04/1-
Pu/3471/2022 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK] Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
dalam lampiran menyebutkan peserta dengan nomor pendaftaran 13-
3471020000228 atas nama Danang Wahyu Budi Santosa Kecamatan Jetis
dengan peringkat 4; --- -—--

Bahwa Pelapor tidak mengemukakan dalil terkait domisili secara lengkap
saudara Danang Wahyu Budi Santosa diluar wilayah kerja PPK Kecamatan
Jetis; —--—--m e -—- e -




16. Bahwa Pelapor tidak dapat menunjukkan alat bukti surat maupun
menghadirkan saksi dalam sidang pemeriksaan terkait peserta seleksi calon
anggota Panitia Pemilihan Kecameatan pada Pemilthan Umum Tahun 2024
Kota Yogyakarta atas nama Danang Wahyu Budi Santosa yang tidak
berdomisili di wilavah keria PPK/Kecamatan Jetis:;

17. Bahwa Terlapor mendalilkan persyaratan untuk menjadi calon anggota PPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 PKPU 8 tahun 2022 dijelaskan lebih
lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Taran 2022 ‘wrfemy Pobumem TeRmos  PomiveritaRan Datan  Adnoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; ------
18. Bahwa ahli Saudara Ahmad Shidqi, S.Th.l., M.Hum yang dihadirkan oleh
Terlapor dibawah sumpah memberikan keterangan PKPU masih bersifat
umum dan untuk menterjemahkan norma yang ada dalam PKPU dijelaskan
dalam Surat Keputusan KPU;
18. Batiwa alili Saudara Ahmad Shidqgi, S.Th.l.,, M.Hum yang diliadirkan oleh
Terlapor dibawah sumpah memberikan keterangan dalam PKPU Nomor 8
Tahun 2022 terkait domisili calon anggota PPK diielaskan dalam Surat
Keputusan KPU nomor 534 yaitu indikator untuk keabsahan syarat domisili
adalah dibuktikan dengan menggunakan KTP elektronik; —
20. Bahwa dalam masa sidang pemeriksaan tidak cukup bukti yang
menyebutkan saudara Danang Wahvu Budi Santosa berdomisili diluar
wikiyeln Kerja PPR Retammedem Stds sthimgpe ddelk deapett dindvat wrjeds
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan

dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jetis;

21. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 7
sampai dengan angka 19, sudah cukup beralasan untuk menyatakan tidak
teriadi pelanggaran administratif pelaksanaan Pemilu dalam tahapan
pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK} Kecamatan Jetis oleh
Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; ------ e

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Yogyakarta terhadap hasil

pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

i

Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan dalam sidang pemeriksaan terhadap
dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta sebagaimana vang disampaikan Pelapor dalam Laporannva -------
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tidak terbukti melakukan
Pelanggaran Administratif Pemilu dalam tahapan pembentukan Badan Adhoc PPK




Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun Z017 tentang Pemilihan Umum dan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian
Relanggacan Admunistrat!f Pemddihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan
melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan

PRI TUT e PRT UTifial g~ Ul IS igeTT,

Demikian diputuskan pada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogvakarta
oleh Tri Agus Inharto, SH sebagi Ketua Majelis Pemeriksa, Muhammad Muslimin, S.H.,
S.Ag dan Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn., M.A.P masing — masing sebagai anggota
majelis pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga dan
dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal scelas bulan Januart tatiun dua rbu dua pulch tgg;
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Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta

Ketua,

e

Tri Agus Inharto, SH

Anggota Anggota
&3 &3
Muhammad Muslimin, S.H.. S.Ag Noor Harsya Aryo Samodro, S.Sn., MAP

Sekretaris Pemeriksa

i

Fajar Marchito Saleh. S.E

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
inta Yogyakarta

NIP. 19950629 201902 1 002 —
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